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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas 

kekuasaan belaka. Hal ini berarti memberi konsekuensi negara menjamin bahwa 

setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan bersamaan hak kedudukannya 

dalam hukum dan pemerintahan agar dapat tercipta keseimbangan dalam 

masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan.1 

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar 

masyarakat, maka diperlukan sebuah aturan hukum yang menjamin terciptanya 

kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan masyarakat di 

suatu negara. Dalam hal ini fungsi hukum adalah untuk menciptakan suasana 

kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga hukum yang berfungsi 

sebagai sarana pengendali tingkah laku setiap individu dalam masyarakat dapat 

mewujudkan ketentraman dan ketertiba dalam kehidupan masyarakat. 

Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam proses pemeriksaan 

sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam 

sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan 

 

1 Bdk. Pasal 1 ayat (3), Redaksilnteraksara, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 

(Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat- naskah lengkap), (Tangerang:Interaksa), hlm. 6. 
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pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan 

pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya pembuktian maka 

dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar 

terbukti bersalah. Karena apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang 

ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang 

didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika 

kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah 

dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana. Alat-alat bukti yang sah dalam 

persidangan perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP adalah : Keterangan 

Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.2 

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, putusan hakim selalu 

didasarkan pada surat penyerahan, yang meletakkan segala tuntutan karena 

kesalahan terdakwa. Selain itu, putusan hakim juga tidak terlepas dari fakta 

persidangan atau prosedur pembuktian selama persidangan. Peran hakim dalam 

proses suatu perkara pidana sangat penting pada saat putusan atau putusan 

dijatuhkan atau dibacakan. 

Putusan hakim sangat menentukan nilai sebenarnya dan tidaknya 

seseorang mengambil tindakan. Berdasarkan Pasal 1 UU Acara Pidana No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Solahuddin, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Visimedia,2010), hlm. 260. 
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Tahun 1981 (KUHAP) bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.3 

Keputusan hakim selalu dianggap tidak adil dan manipulatif oleh 

masyarakat. Pengamat pengadilan dan bahkan orang biasa terkadang sinis 

mengolok-olok keputusan hakim dalam kasus pidana. Kerja keras hakim 

dipandang positif, putusan lemah karena hanya didasarkan pada keyakinan hakim 

dalam menangani perkara. 

Dalam berurusan dengan hakim di Indonesia, UU Kehakiman No. 48 

Tahun 2009 menyatakan: 

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum di 

indonesia”.4 

Peradilan yang mandiri berarti bahwa pengadilan bebas dari campur 

tangan kekuasaan di luar hukum, kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini juga 

merupakan fitur penting dari setiap negara hukum yang demokratis. 

Dalam memeriksa suatu perkara pidana, hakim memperhatikan fakta- 

fakta yang berkaitan dengan pembuktian, karena hasil pembuktian tersebut 

nantinya akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan untuk memutus perkara. 

Bukti merupakan langkah yang sangat penting dalam meneliti suatu proses. 

3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 
4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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Tujuan kesaksian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa 

atau fakta yang dikemukakan benar-benar terjadi sehingga diperoleh putusan yang 

benar dan adil dari hakim. Demikian pula hakim hanya dapat mengadili suatu 

perkara apabila telah jelas baginya bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar 

terjadi, yaitu. kebenarannya telah terbukti, yaitu. hubungan hukum antara para 

pihak tampaknya ada. 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang 

pembuktian, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman sebagai alat bukti, Pasal 

183 KUHAP menyebutkan bahwa “Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 

yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.”5 Bukti 

untuk membuktikan proses pidana adalah surat perintah yang tercantum dalam 

Pasal 188 ayat 1 : 

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan 

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 

pidana dan siapa pelakunya.”6 

Rusli Muhammad menjelaskan, komentar juri dapat dibagi menjadi 2 

(dua) kategori, yaitu: 

Aspek hukum dan aspek non hukum. Aspek hukum adalah pendapat 

hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan fakta- 

fakta yang ditetapkan undang-undang untuk dituangkan dalam putusan, seperti 

dakwaan jaksa, perbuatan, keterangan terdakwa, keterangan terdakwa. saksi, bukti 

 

5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 183 
6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 188 Ayat 1 
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dan ketentuan hukum pidana. Itu tidak muncul secara hukum karena kegiatan 

terdakwa dan agama terdakwa di latar belakang. 

Sistem Bukti Negatif Wettelijk (berdasarkan penilaian hakim) dirinci 

dalam Pasal 183 KUHAP :“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) alat bukti yang 

sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 

Sehubungan dengan pasal ini, dalam memutus suatu perkara pidana tidak 

cukup hanya mengandalkan alat bukti saja, tetapi juga keyakinan hakim 

terhadapnya, dan sebaliknya tidak cukup hanya ada putusan hakim saja tanpa 

bukti. 

Hakim harus berpikir logis dan rasional ketika bersaksi tentang informasi 

yang relevan sampai keputusan pengadilan tercapai. Fakta-fakta pendukung 

putusan harus disampaikan tanpa menjelaskan semua pemikiran hakim dalam 

putusannya atas perkara tersebut.7 

Jika bukti yang diajukan sehubungan dengan kesaksian tidak cukup 

untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau tidak, hakim dapat, atas 

kebijakannya sendiri, menggunakan pedoman untuk menilai kekuatan bukti dalam 

keadaan tertentu. Dalam menggunakan alat bukti, hakim harus bertindak secara 

arif dan bijaksana, setelah melalui pendalaman jiwa yang cermat dan seksama. 

Dalam kasus pembunuhan, bukti tidak langsung berdasarkan kesaksian, surat, dan 

 

7 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2022. Hal. 23 
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pernyataan terdakwa digunakan untuk mendukung keyakinan hakim karena dalam 

kasus pembunuhan, kesaksian saksi biasanya tidak mendukung keyakinan 

seseorang. 

Dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan 

belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat 

menggunakan kebebasan kemandiriannya untuk melakukan penilaian terhadap 

kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu. Dalam 

menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan biaaksana, 

setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan saksama berdasarkan hati 

nuraninya. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana pembunuhan untuk 

menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan 

keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana pembunuhan pada umumnya 

keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidananya seseorang.8 

Orang yang membaca putusan hakim berdasarkan materi yang 

disampaikan akan menarik kesimpulan yang sama dengan kesimpulan hakim, dan 

harus ada bukti untuk setiap bagian yang dituduhkan. Sistem ini menggabungkan 

“unsur subyektif” dan unsur obyektif “untuk menentukan apakah terdakwa 

bersalah atau tidak. Tidak adanya kedua fakta tersebut tidak cukup untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa. 

 

 

 

 

8 Rachmat Satrio “Tinjauan Yurudis Tentang Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Oleh 

Hakim Dalam Perkara Pidana” (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022), 

http://eprints.uniskabjm.ac.id/10328/. 

http://eprints.uniskabjm.ac.id/10328/
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Misalnya, kesalahan terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah dengan 

cara hukum dan pembuktian menurut undang-undang, jika hakim “tidak yakin” 

tentang kesalahan terdakwa, tidak dapat dinyatakan bersalah, dan sebaliknya 

adalah apa yang benar-benar diyakini oleh hakim. Terdakwa benar-benar 

melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Namun, keyakinan tersebut 

tidak didukung oleh bukti yang cukup melalui perkara yudisial. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis ingin menjelaskan bagaimana 

seorang hakim dalam kasus pembunuhan dapat menilai bukti-bukti di pengadilan 

dan mengapa evaluasi putusan hakim penting untuk memutuskan kasus 

pembunuhan. Mengenai hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat putusan 

pengadilan negeri jambi dengan Nomor Putusan 842/Pid.B/2021/PN Jmb dan 

Nomor Putusan 719/Pid.B/2020/PN Jmb. Maka dari itu penulis ingin 

mengambil judul ini karena penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini 

dengan judul : PENILAIAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI 

PETUNJUK DALAM PEMERIKSAAN PEMBUKTIAN PERKARA 

PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI. 



8  

 

B. Perumusan Masalah 

 

Perumusan masalah diperlukan agar pelaksanaan dan tujuan penelitian 

jelas, teliti, dan terfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan. Bertolak dari 

latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Mengapa penilaian keyakinan hakim menjadi penting dalam memutus 

perkara pidana pembunuhan ? 

2. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti petunjuk dalam upaya 

membuktikan suatu tindak pidana pembunuhan? 

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan 

 

1. Tujuan Penelitian : 

 

1) Untuk mengetahui dan memahami tentang penilaian hakim terhadap alat 

bukti petunjuk dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan. 

2) Untuk mengetahui dan memahami pentingnya keyakinan hakim dalam 

memutus tindak pidana pembunuhan. 

2. Tujuan Penulisan : 

 

1) Untuk memenuhi persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna 

memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Batanghari. 

2) Untuk menambah wawasan penulis di bidang disiplin hukum pidana pada 

umumnya, dan khususnya tentang Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti 
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Petunjuk Dalam Pemeriksaan Pembuktian Perkara Tindak Pidana 

Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Jambi. 

3) Sebagai pemberian informasi serta sumbangan pemikiran kepada siapa 

saja yang membutuhkan informasi dari hasil tulisan ini dan dapat 

digunakan sebagai bahan belajar dimasa mendatang. 

D. Kerangka Konseptual 

 

Memperhaltikaln judul penelitialn, dalpalt dijelalskaln beberalpal malknal dallalm 

keralngkal konseptuall alntalral lalin : 

1) Halkim aldallalh Halkim daln halkim konstitusi waljib menggalli, mengikuti, 

daln memalhalmi nilali-nilali hukum daln ralsal kealdilaln ya lng hidup dallalm 

masyarakat.9 

2) Allalt Bukti aldallalh segallal sesualtu yalng aldal hubungalnnyal dengaln sesualtu 

perbualtaln, dimalnal  dengaln allalt-allalt bukti tersebut dalpalt dipergunalkaln 

sebalgali balhaln pembuktialn gunal menimbulkaln keyalkinaln halkim altals 

kebenaran yang ada suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.10 

3) Allalt bukti petunjuk merupalkaln perbualtaln, kejaldialn altalu kealdalaln, ya lng 

kalrenal aldalnya l sualtu hubungaln alntalral ya lng saltu dengaln yalng lalin, 

menalndalkaln balhwal  telalh terjaldi sualtu tindalk pidalnal, sertal menalndalkaln 

siapa pelakunya.11 

 

 

 

9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat 1 
10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184 ayat 1 
11 Pasal 188 ayat 1 KUHAP. Op.Cit. 

l l                      l l 



10  

l l l l l l l l l l l l 

pa 
13

 

 

4) Pembuktialn aldallalh perbualtaln membuktikaln. Membuktikaln beralrti 

memberikaln altalu memperlihaltkaln bukti, melalkukaln sesualtu kebenalraln, 

melaksanakan, mengadakan, menyaksikan dan meyakinkan.12 

5) Tindalk Pidalnal Pembunuhaln aldallalh balralngsialpal  sengaljal meralmpals 

nyalwal oralng lalin, dialncalm kalrenal  pembunuhaln dengaln pidalnal penjalral  

lling lalmal limal belals talhun. 

 

E. Lalndalsaln Teoritis 

 

Lalndalsaln teori a lda llalh konsep ya lng sebenalrnya l merupalkaln albstralksi dalri 

halsil pemikiraln, altalu keralngkal yalng paldal  dalsalrnyal mengidentifikalsi dimensi yalng 

dialnggalp signifikaln oleh penulis. Penggunalaln teori altalu pendalpalt palral salrjalnal 

hukum digunalkaln sebalgali pedomaln dallalm penelitialn ini. Singkaltnyal, penulis 

mencobal memberikaln lalndalsaln teori tentalng alpal ya lng disaljikaln dallalm kalryal  ini: 

1. Teori Pembuktialn 

 

Menjaldi salksi aldallalh menjaldi salksi. Bersalksi beralrti menya lksikaln altalu 

menunjukkaln, melalkukaln sesualtu dengaln sungguh-sungguh, menjaldi salksi daln 

membujuk. Selalmal penyidikaln sualtu perkalral pidalnal, terda lkwal tidalk dalpalt 

dinyaltalkaln bersallalh daln dipidalnal  talnpal sekuralng-kuralngnyal dual allalt bukti yalng 

salh. A llalt bukti aldallalh salksi, keteralngaln alhli, suralt, petunjuk daln keteralngaln 

terdalkwal (palsall 183-184). Tujualn kesalksialn jugal untuk menemukaln kebenalraln 

tentalng sualtu perkalral  pidalnal paldal walktu perkalral  itu dibualt oleh seoralng penjalhalt. 

 

12 Pasal 183 KUHAP, Op.Cit 
13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338 KUHP tentang 

Pembunuhan 
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Secalral umum dallalm sistem peraldilaln di indonesial mengikuti Negaltief 

wettelijk bewijstheorie. Dalsalr pembuktialn menurut keyalkinaln halkim aldallalh 

berdalsalrkaln bukti-bukti ya lng dihaldirkaln dallalm undalng-undalng. Dalsalr 

pembuktialn ini dinyaltalkaln dallalm palsall 182 KUHAlP balhwal : 

“ Halkim tidalk boleh menjaltuhkaln pidalnal kepaldal seoralng kecualli alpalbilal  

dengaln sekuralng-kuralngnyal  dual allalt bukti yalng salh ial memperoleh 

keya lkinaln balhwal sualtu tindalk pidalnal benalr-benalr terjaldi daln balhwa l 

terdakwalah yang bersalah melakukannya.”14 

Paldal dalsalrnyal aldal 4 malcalm teori pembuktialn, teori ya lng pertalmal aldallalh 

Positief Wettelijk Bejistheorie, dimalnal  halkim secalral positif terikalt oleh hukum 

terhaldalp allalt bukti ya litu. alpalbilal halkim mengalnggalp balhwal  perbualtaln itu telalh 

terbukti menurut allalt bukti. a lla lt bukti yalng disebutkaln dallalm undalng-undalng, 

talnpal perlu sidalng, halkim dalpalt mengalmbil keputusaln. Halkim menggunalkaln teori 

ini sebalgali bukti di pengaldilaln. 

Dallalm KUHP terdalpalt beberalpal sistem pembuktialn yalng lumralhnyal 

sering digunalkaln dallalm sistem pembuktialn, sebalgali berikut : 

1) Conviction In Time altalu Sistem Pembuktialn Berdalsalrkaln Keyalkinaln 

Halkim Semaltal. 

Sistem ini mengikuti aljalraln balhwal penentualn bersa llalh altalu tidalknya l 

perbualtaln terdalkwal  tergalntung sepenuhnya l paldal penilalialn halkim “keyalkinaln”. 

Jaldi bersallalh a ltalu tidalknya l  terdalkwal tergalntung sepenuhnyal paldal  pertimbalngaln 

 

14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang Pembuktian Pasal 182 KUHAP 

l l                     l  l l                     l  l l l 
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halkim. Putusaln halkim tidalk boleh didalsalrkaln altalu didalsalrkaln paldal bukti-bukti 

ya lng aldal. Sekallipun bukti cukup, terdalkwal  tetalp dalpalt dinyaltalkaln bersallalh jikal 

halkim tidalk ya lkin. Alkibaltnya l, halkim menjaldi sa lngalt subyektif dallalm 

memutuskaln perkalral. Kelemalhaln dalri sistem ini aldallalh terlallu mengalndallkaln 

halkim. Ini aldallalh kalsus dallalm yurisprudensi Pralncis, di malnal  hukuma ln 

berdalsalrkaln metode ini menyebalbkaln balnyalk pembebalsaln yalng alneh. 

2) Conviction In Ralsione altalu Sistem Pembuktialn Berdalsalrkaln Keya lkinaln 

Halkim Altals A lla lsa ln ya lng Ralsionall. 

Sistem pembuktialn Conviction In Ralsione tetalp mengutalmalkaln penilalialn 

terhaldalp putusaln halkim sebalgali saltu-saltunya l dalsalr untuk memidalnal terdalkwal, 

nalmun disini putusaln halkim halrus disertali dengaln pertimbalngaln halkim ya lng 

falktuall daln logis, diterimal a lka ll sehalt. Putusaln halkim tidalk perlu didukung alla lt 

bukti ya lng salh kalrenal belum terbukti, sekallipun allalt bukti itu diwaljibkaln oleh 

undalng-undalng, halkim dalpalt menggunalkaln allalt bukti di lualr ya lng diwaljibkaln 

oleh undalng-undalng. Halrus diperjelals balhwal keya lkinaln halkim terhaldalp sistem 

pembuktialn Conviction In Ra lsione halrus di lalndalsi oleh "Realsoning" altalu allalsaln- 

alla lsaln daln allalsaln itu sendiri halrus "Realsona lble" ya litu berdalsalrkaln allalsaln-allalsa ln 

ya lng dalpalt di terimal oleh a lka ll daln nallalr, tidalk semaltal-maltal berdalsalrkaln 

keya lkinaln ya lng talnpal baltals. Sistem pembuktialn ini sering di sebut dengaln sistem 

pembuktialn malndiri. 
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3) Positif Wettelijks Theore altalu Sistem Pembuktialn Berdalsalrkaln Undalng- 

Undalng Positif. 

Sistem ini berbedal dengaln sistem pembuktialn Conviction In Time, kalrenal 

sistem ini mengalnut doktrin balhwal bersallalh altalu tidalknyal terdalkwal terletalk palda l 

aldal tidalknyal allalt bukti ya lng salh menurut undalng-undalng untuk membuktikaln 

kesallalhaln terdalkwal. Sistem Positif Wetteljik sepenuhnyal mengalbalikaln keya lkinaln 

palral halkim daln tidalk memperhitungkalnnya l salmal sekalli. Alrtinya l, sekallipun halkim 

meralsal puals dengaln kesallalhaln terdalkwal, perbualtaln terdalkwal dallalm pemeriksalaln 

tidalk didukung oleh allalt bukti ya lng salh, malkal terdalkwal halrus dibebalskaln. 

Umumnyal, jikal terdalkwa l  mengikuti allalt bukti daln bukti yalng salh menurut 

undalng-undalng, malkal  terdalkwal dalpalt dinya ltalkaln bersallalh daln halrus dihukum. 

Baliknyal sistem pembuktialn ini aldalla lh halkim berusalhal membuktika ln 

kesallalhaln terdalkwal talnpal  pengalruh halti nuralninyal, sehinggal salngalt objektif, 

kalrenal menurut calral daln pembuktialn yalng ditentukaln undalng-undalng, itulalh 

kelemalhaln sistem tersebut, yalng tidalk memberikaln keyalkinaln terhaldalp penetalpaln 

Kesalnnyal halkim perseoralngaln, yalng melalnggalr alsals hukum alcalral pidalnal. 

Sistem pembuktialn positif ya lng di inginkaln aldallalh kebenalraln formalt, 

oleh kalrenal itu sistem pembuktialn ini digunalkaln dallalm hukum alcalral perdaltal. 

Positief Wetterlijk Bewijsheori Systeem di benual  eropal digunalkaln ketikal Hukum 

Alcalral Pidalnal  inkuisitor mulali berlalku. Peralturaln tersebut mengalnggalp terdalkwal  

sebalgali saltu-saltunya l  obyek pemeriksalaln, halkim dallalm hall ini ha lnya l  sebalgali alla lt 

pelengkalp. 
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4) Na ltive Wettelijk altalu Sistem Pembuktialn Berdalsalrkaln Undalng-Undalng 

Secalral Negaltif 

Da lla lm sistem ini, seoralng halkim halnya l dalpalt menjaltuhkaln salnksi pidalnal  

jikal disyalraltkaln oleh undalng-undalng sedikitnyal  allalt bukti daln halkim 

mempercalya li aldalnyal allalt bukti tersebut. Dalla lm palsall 183 KUHA lP menyebutkaln 

sebalgali berikut : 

"Halkim tidalk boleh menjaltuhkaln pidalnal kepaldal seseoralng kecualli 

alpalbilal sekuralng-kuralngnyal dual allalt bukti ya lng salh ial memperoleh 

keya lkinaln balhwal sualtu tindalk pidalnal benalr-benalr terjaldi daln balhwa l 

terdakwalah yang bersalah melakukannya."15 

Dalri konteks Palsall 183 KUHAlP dalpalt disimpulkaln balhwal KUHAlP 

Indonesial memiliki sistem pembuktialn Negaltive Wettelijk. Hall ini tercermin 

dallalm pralktek beralcalral ya lng lalzim di pengaldilaln Indonesial, ya litu upalya l 

pembuktialn malsing-malsing pihalk dengaln menghaldirkaln allalt bukti yalng berbeda l 

daln keya lkinaln halkim alkaln kesallalhaln berdalsalrkaln a lla lt bukti tersebut. Dallalm teori 

pembuktialn menurut undalng-undalng Negaltive Wettelijk ungkalpaln ini beralrti : 

Wettelijk didalsalrkaln paldal undalng-undalng sedalngkaln Negaltive beralrti balhwal 

meskipun terdalpalt cukup bukti dallalm perkalral menurut undalng-undalng, halkim 

dalpalt menjaltuhkaln hukumaln sebelum memutuskaln kesallalhaln terdalkwal.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Pasal 183 KUHAP. Op.Cit. 

l l                     l  l l                     l  l l l 
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l l l            l l l                     l  l                     l  l l l l 

 

2. Teori Unsur Motif dallalm Menentukaln Pertalnggung Jalwalbaln Unsur 

Tindalk Pidalnal Pembunuhaln 

Menurut Malhrus A lli, delik pembunuhaln berencalnal  Palsall 340 KUHP 

memerlukaln motif gunal mengetalhui a lpalkalh pelalku paldal salalt memutuskaln 

kehendalk dallalm kealdalaln tenalng altalukalh tidalk, jikal pelalku paldal salalt memutuskaln 

kehendalk tidalk dallalm kealdalaln tenalng, malkal unsur perencalnalaln tidalk terbukti, 

ltal Dosen Falkultals Hukum Universitals Islalm Indonesial Yogyalkalrtal itu. 

 

Di dallalm Memori Valn Toelichting, istilalh direncalnalkaln lebih dulu 

merupalkaln pendeskripsialn sualtu sala lt tertentu untuk menimbalng dengaln tenalng. 

Aldalpun dallalm literaltur hukum pidalnal, unsur direncalnalkaln lebih dulu dallalm 

konstruksi palsall 340 KUHP mengalralh paldal tigal kealdalaln / sya lralt ya litu: 

1. Pelalku paldal  salalt memutus kehendalk dallalm kealdalaln tenalng 

2. Aldalnyal  ketersedialaln walktu yalng cukup sejalk timbulnyal  kehendalk 

salmpali dengaln pelalksalnalaln kehendalk 

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.17 

 

Syalralt di altals bersifalt kumulaltif sertal memiliki keterkalitaln ya lng era lt 

alntalral  saltu salmal lalin. Memutuskaln dallalm kealdalaln tenalng salngalt berkoleralsi paldal 

syaltal  kedual, yalitu aldalnya l ketersedialaln walktu yalng cukup. Pembunuhaln 

berencalnal mensyalraltkaln alntalral timbulnyal kesengaljalaln untuk membunuh oralng 

 

 

16 Detik News, Meninjau “Motif” dalam Kasus Pembunuhan Berencana, Situs Resmi 

Online : https://news.detik.com/kolom/d-6521922/meninjau-motif-dalam-kasus-pembunuhan- 

berencana#:~:text=Menurutnya%2C%20delik%20pembunuhan%20berencana%20Pasal,dalam%2 

0keadaan%20tenang%20ataukah%20tidak. (Kamis, 22 Desember 2022) Tanggal diakses 6 januari 
2023. 

17 Ibid. 

https://news.detik.com/kolom/d-6521922/meninjau-motif-dalam-kasus-pembunuhan-berencana#%3A~%3Atext%3DMenurutnya%2C%20delik%20pembunuhan%20berencana%20Pasal%2Cdalam%20keadaan%20tenang%20ataukah%20tidak
https://news.detik.com/kolom/d-6521922/meninjau-motif-dalam-kasus-pembunuhan-berencana#%3A~%3Atext%3DMenurutnya%2C%20delik%20pembunuhan%20berencana%20Pasal%2Cdalam%20keadaan%20tenang%20ataukah%20tidak
https://news.detik.com/kolom/d-6521922/meninjau-motif-dalam-kasus-pembunuhan-berencana#%3A~%3Atext%3DMenurutnya%2C%20delik%20pembunuhan%20berencana%20Pasal%2Cdalam%20keadaan%20tenang%20ataukah%20tidak
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lalin daln pelalksalnalaln kesengaljalaln tersebut aldal walktu balgi pelalku untuk 

memikirkaln dengaln tenalng. 

Alrtinyal  balhwal memutuskaln kehendalk dallalm kealdalaln tenalng bukaln 

merupalkaln sualtu kondisi kebaltinaln altalu kondisi psikologis pelalku sebelum ial 

memutuskaln kehendalk untuk berbualt (merencalnalkaln) melalinkaln sualtu kondisi 

ya lng mengalralh paldal perbualtaln konkret yalitu dengaln melihalt alpalkalh aldal  

ketersedialaln walktu ya lng cukup balgi pelalku untuk memikirkaln, mempersialpkaln, 

hinggal melalksalnalkaln perbualtalnnyal. 

Menurut Malsrukin Rubal‟i unsur “dengaln sengaljal” yalng aldal dallalm Palsall 

 

340 KUHP beralngkalt dalri motif, nialt daln aldalnya l perbualtaln. Pembunuhaln 

berencalnal kaltal dosen Falkultals Hukum Universitals Bralwijalya l Mallalng itu, 

membutuhkaln walktu dalri nialt hinggal perbualtaln pidalnal itu dilalkukaln. Jaldi aldal 

lhalpaln-talhalpaln perencalnalaln untuk melalkukaln tindalk pidalnal. 

 

Malsrukin berpendalpalt pembunuhaln berencalnal didalsalrkaln paldal motif. 

Motif bisal  dijaldikaln sebalgali sallalh saltu instrumen untuk membuktikaln 

pembunuhaln berencalnal telalh terjaldi. Nalmun ial sepalkalt penuntut umum talk perlu 

mengungkalpkaln daln menggalmbalrkaln motif itu. Yalng halrus dibuktikaln penuntut 

umum aldallalh unsur dengaln sengaljal daln unsur-unsur lalin dallalm Palsall 340 KUHP. 

Kallalupun motif talk diuralikaln, aldal balnya lk daltal eksternall lalin yalng bisal 

digunalkaln untuk menggalmbalrkaln unsur „dengaln sengaljal‟. Tetalpi untuk melihalt 

 

18 Hukum Online, Pro Kontra “Motif” dalam Kasus Pembunuhan Berencana” Situs 

Resmi Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-motif-dalam-kasus- 

pembunuhan-berencana-lt57e4aaf2730e6 (23 November 2016), diakses tanggal 12 Desember 2021 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5761c89ed3579/jaksa-beberkan-motif-jessica-lakukan-pembunuhan-berencana
https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-motif-dalam-kasus-pembunuhan-berencana-lt57e4aaf2730e6
https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-motif-dalam-kasus-pembunuhan-berencana-lt57e4aaf2730e6
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unsur sengaljal  itu, bisal  dilihalt dalri motif. Nialtaln untuk perbualtaln membunuh halrus 

 

l  al „alpal-alpalnyal (motif). Kallalu tidalk aldal (motif), malkal tidalk berbualt sesualtu,”. 

 

Berdalsalrkaln pendalpalt palral alhli hukum pidalnal di altals dalpalt dirumuskaln 

balhwal pengertialn daln syalralt berencalnal a ldalla lh : 

1. Aldalnyal  proses pertimbalngaln altalu pemikiraln ya lng dilalkukaln oleh pelalku 

terhaldalp perbualtaln ya lng alkaln dilalkukalnnya l, sehinggal dengaln proses 

tersebut menghalsilkaln saltu keputusaln dengaln tenalng. 

2. Kosenkuensi dalri aldalnya l  proses pertimbalngaln altalu pemikiraln ya lng 

dilalkukaln oleh pelalku membutuhkaln aldalnyal walktu tertentu, meskipun 

aldalnyal  walktu tertentu tersebut kuallitalsnyal bersifalt relaltif, lalmal alta lu 

sempit. 

Unsur berencalnal dallalm Palsall 340 KUHP aldallalh unsur rencalnal dallalm 

tindalk pidalnal pembunuhaln berencalnal, oleh kalrenal itu rencalnal pembunuhaln yalng 

telalh memenuhi syalralt rencalnal, ya lkni aldalnyal keputusaln kehendalk dengaln tenalng 

daln aldalnya l walktu tertentu sebalgalimalnal  disebutkaln di altals halrus memiliki 

hubungaln ya lng eralt dengaln pembunuhaln yalng dilalkukalnnya l. Dengaln demikialn 

dual  sya lra lt berencalnal dialtals halrus dilengkalpi dengaln syalralt ketigal yalitu 

pelalksalnalaln kehendalk (perbualtaln) da lla lm sualsalnal  tenalng. 

F. Metode Penelitialn 

 

Metode penelitialn merupalkaln bentuk calral yalng digunalkaln dallalm 

pelalksalnalaln sualtu penelitialn gunal mendalpaltkaln, mengolalh, daln menyimpulkaln 

daltal ya lng dalpalt memecalhkaln sualtu perkalral  a lta lu malsallalh. 

 

19 Ibid. 
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G. Sistemaltika l Penulisaln 

 

Pembalhalsaln secalral terperinci altals penelitialn ini alkaln tertualng dallalm 

penulisaln skripsi yalng terbalgi dallalm limal  (5) balb ya lng malsing-malsing balb terdiri 

dalri beberalpal sub balb yalitu : 

Paldal balb saltu berupal  pendalhulualn menguralikaln seca lral umum yalng berisi 

tentalng laltalr belalkalng malsallalh, disalmping itu jugal memualt perumusaln malsallalh, 

tujualn penelitialn daln penulisaln, keralngkal  konseptuall, lalndalsaln teoritis, metode 

penelitialn sertal yalng teralkhir aldallalh sistemaltikal penulisaln skripsi. 

Paldal balb dual untuk memberikaln galmbalraln umum tentalng tinjalualn 

mengenali pertimbalngaln halkim, malkal alkaln di dijelalskaln beberalpal hall terkalit 

dengaln peraldilaln umum tersebut alntalral  lalin memualt ya lng berisikaln tentalng 

pengertialn halkim, kekualsalaln kehalkimaln daln dalsalr pertimbalngaln halkim. 

Paldal balb tigal terkalit dengaln persoallaln allalt bukti malkal alkaln dijelalskaln 

daln membalhals tentalng pengertialn allalt bukti, daln jenis-jenis allalt bukti. 

Selalnjutnyal  paldal pembalhalsaln, malkal paldal balb empalt ini yalng berisikaln 

mengenali halsil penelitialn sertal pembalhalsaln. Didallalm pembalhalsaln tersebut alkaln 

menjalwalb malsallalh-malsallalh yalng diteliti terdiri dalri sub balb pentingnya l 

keya lkinaln halkim dallalm memutus perkalral pidalnal pembunuhaln sertal sub balb 

tentalng kekualtaln hukum allalt bukti petunjuk dallalm perkalral pidalnal pembunuhaln. 

Daln yalng teralkhir aldallalh balb limal ya litu penutup ya lng berisikaln tentalng 

kesimpulaln sertal  salraln. Kesimpulaln ya lng dimalksud dallalm balb ini merupalkaln 
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kesimpulaln terhaldalp uralialn-uralialn ya lng telalh dibalhals paldal balb-balb sebelumnya l 

daln salraln untuk perbalikaln kedepalnnyal  yalng nalntinyal dalpalt diwujudkaln dallalm 

bentuk salraln. 


